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ABSTRAK 

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) bagi lingkungan dan 

hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian 

hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan 

perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan 

perannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Secara, umum 

wilayah Kutai Kartanegara termasuk dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas setelah 

Papua. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap 

pelaku pidana Illegal Logging yang mengangkut secara illegal baik secara individu maupun korporasi 

di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan 

hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang 

digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma 

sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum 

yang bersumber dari suatu undang-undang faktor penyebab pembalakan liar (illegal logging) adalah 

pembalakan untuk mendapatkan kayu danialih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, 

pertanian dan pemukiman. Kejahatan illegal logging merupakan pelanggaran hukum pidana yang 

termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik 

kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penebangan Liar. 

 

ABSTRACT 

The impact of ecological damage (environment) due to illegal logging on the environment and forests 

is natural disasters, destruction of flora and fauna and the extinction of endangered species. The 

principle of forest conservation, as indicated by these three main functions, is an inseparable whole. 

Therefore, the utilization and preservation of forest resources needs to be carried out through a 

management system that can maintain and improve its function and role for the benefit of current and 

future generations. In general, the Kutai Kartanegara area is included in the East Kalimantan region 

as the largest province after Papua. The formulation of the problem raised by the author is how to 

enforce the law against the perpetrators of Illegal Logging who transport illegally both individually and 

corporately in the waters of the Mahakam River in Kutai Kartanegara and what factors hinder the 

enforcement of the crime of illegal logging in Kutai Kartanegara Regency. The approach method used 

is normative juridical. Normative juridical is a study that places norms as the object of research, both 

legal norms in laws and regulations, legal norms that originate from a law The factor that causes illegal 

logging is logging to obtain timber and land use for other uses, such as plantations, agriculture and 

settlements. The crime of illegal logging is a violation of criminal law that falls under the category of 

special acts, especially in the context of forestry crimes related to the management of timber forest 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumberidaya ialam iterutama.hutanimerupakan unsur lingkungani.yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup.Bangsa Indonesia. Pemanfaatanidan pengelolaan.sektor kehutanan dalam 

perkembangannya.menjadi salah satu bagianiterpenting dalam pengelolaani lingkungan.hidup 

yangidiperuntukkaniuntuk.sebesar-besarnyaikemakmuranirakyat.sebagaimanaidiamanatkan 

dalam Pasal.33 Ayatii3iUndang Undang Dasar 1945, Indonesiai yang imemiliki.hutan itropis 

terbesar.di dunia, dalam perkembangannya imenghadapi.masalah ilingkungan hidup pada 

sektor kehutanan.yaitu, kebakaran hutan, ipertambangan, penebangan liar.atau dikenal dengan 

illegal logging. Daniselamaidekade,terakhiri iniisemakin banyakiterjadiipenebanganailiar 

(illegal logging), 1seperti diiKalimantan Timuribila.dibiarkan akan imenimbulkan. ikemerosotan 

lingkungan hidupi yang iberlangsung terus imenerus pada.akhirnya membawa implikasi pada 

kerugian. iekonomi yang luar biasa di.sektor kehutanan. Kerugiani.ekonomi pada irusaknya 

lingkungan hidup.yang paling menonjol adalah. ipenggundulan liar (illegal logging), menurut 

Stephen iDeveni. idari Forest Law iEnforcement.Governance and Trade.(FLEGT) mengatakan 

bahwa illegal. ilogging adalah ipenyebab.utama ikerusakan hutanidi iIndonesia dan menjadi 

masalah.serius di dunia. 

Illegal.Loggingiitelahimenimbulkan masalahi multidimensi.yangi berhubungani dengan 

aspek.ekonomi, isosial, budaya lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis.dari fungsi 

hutan. iyang ipada hakekatnya adalah. isebuah ekosistem iyang didalamnya imengandung ifungsi 

dasar, yaitu fungsi produksi ekonomi, fungsiilingkungan (ekologi), serta.fungsi sosial. Fungsi 

sosial budaya idari hutan dapat dilihat dengan.adanya keterkaitan baik.moril maupun spiritual 

antaraihutandengan.masyarakatiiyang.itinggalidi dalam.dan sekitar.hutan, baik.dalam.hubungan 

religious, hubungani adat dani sebagainya. 2Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal 

logging) menimbulkan konflik seperti konflik hak atas tanah, konflik kewenangan pengelolaan 

hutan antara ipemerintah pusati dan pemerintahiidaerahisertaimasyarakatiterhadap.hutan, 

penghormatani terhadap.yang masihi.dianggap.nilai.magis juga.ikut.berpengaruh oleh.praktek-

praktek.illegal.logging.pada.akhirnya.merubah.perspektif.dan.perilaku.masyarakat.adat.setem

pat.terhadap.hutan. 

Dampakiikerusakaaniiekologii.(lingkungan).akibati.penebanganiiliar.bagiilingkungan.dan.

hutan.adalah.bencana.alam, kerusakan flora.dan fauna.serta punahnya.spesies.langka. Prinsip 

pelestarian.hutan.sebagaimana.diindikasikan.oleh ketiga.fungsi pokok.tersebut, merupakan 

satu.kesatuan yang.tidak terpisahkan.antara satu.dengan lainnya. Karena.itu, penting untuk 

memanfaatkan dan melestarikan sumber daya hutan melalui system pengelolaan yang dapat 

menjaga dan meningkatkan peran serta fungsi nya bagi kepentingan generasi saat ini bahkan 

yang akan datang. Secara keseluruhan wilayah Kutai Kartanegara adalah bagian dari wilayah 

Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas setelah Papua. Terdapat sumber daya alam 

 
1 Moh Fadli and Mustafa Lutfi, Hukum Dan Kebijakan Lingkungan (Universitas Brawijaya Press, 2016).   
2 Milla Mudzalifah and Puti Priyana, “Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian 

Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 

141–54. 
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seperti minyak, gas, batu bara, agrobinis, dan hutan. 

Seperti kasus iyang terjadii di kota samarinda, polisi berhasil menangkap pelaku tindak 

pidana atas illegal logging, pelaku tersebut telah melakukan ipengangkutan kayu meranti secara 

illegal dikutip darii Samarinda (ANTARA) - Jajaran Polair Polda Kalimantani Timur (Kaltim) 

mengungkap kasus pengangkutan kayu ilegal (illegal logging) di perairan Sungai Mahakam. 

Kayu yang diamankani berjumlah 250 kayu bulati (log) dan hanya 28 kayu yang tercatat legal. 

Berdasarkan informasi, kita langsungimelakukanipenghadangani di perairan Sungaii Mahakam 

dan didapatiisebanyak limai perahu ketintingi dan lima orang yang sedang membawa kayu. 

Berdasarkan ipengakuan ilima orang yang imengangkut kayu tersebut, mereka mendapatkan 

upah isebesar Rp30 juta atau Rp 150 ribu per kubik. Dikemukakannya atas kasus tersebut, 

tersangka diancam pasal 83 iayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf ie UU RI iNomor 18 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU 

RI Nomor 11 tahun 2020 itentang Cipta Kerja. 3Berdasarkan latar belakang tersebut diangkatlah 

sebuah penelitian berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Illegal 

Logging Di Wilayah Perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkaniuraiani di atas, maka untuki mengarahkan proses penelitian serta penulisan, 

penulis perlui merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukani jawabannya. Adapun 

rumusani masalah terkait latar belakang di atas yaitu: 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana IllegaliLogging yang mengangkuti 

secara ilegali baik secarai individu maupuni korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai 

Kartanegara? 

2. Faktor-faktori apa yang menghambati penegakan hukum tindak pidana illegal 

logging di Kabupaten Kutai Kartanegara? 

 

C. Metode 

Metode yuridis empiris atau sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang 

melengkapi kajian normatif dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan interaksi dengan 

berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan 

instansi yang berwenang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana standar hukum 

yang tertulis dalam perundang-undangan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta 

mengidentifikasi kendala, hambatan, dan realita sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum 

tersebut. 

Pendekatan yuridis empiris sangat penting karena hukum tidak hanya sekadar norma 

tertulis, tetapi juga sebuah fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret tentang 

efektivitas penegakan hukum, sikap dan perilaku aparat penegak hukum, respon masyarakat 

terhadap aturan hukum, serta dampak sosial dan lingkungan dari suatu tindakan atau kebijakan 

hukum. Misalnya, dalam kasus penebangan liar di wilayah perairan Sungai Mahakam, 

pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara langsung bagaimana aparat 

kepolisian atau petugas kehutanan menjalankan tugasnya, apa saja kendala yang mereka hadapi, 

serta bagaimana masyarakat sekitar merespons dan berperan dalam pengawasan. 

 
3https://Kaltim.Antaranews.Com/Berita/146625/Ditpolaruid-Polda-Kaltim-Ungkap-Illegal-Logging-Di-

Perairan-Sungai-Mahakam Diakses, June 9, 2025. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Penegakan Hukum 

Pelaksanaan upaya untuk menjalankan dan menegakkan norma hukum secara praktis yang 

dapat menjadi pedoman tingkah laku dalam hubungan hukum dan lalu lintas yang berkaitan 

dengan negara dan masyarakat disebut penegakan hukum, dan merupakan sesuatu yang cukup 

penting dan diperlukan dalam negara hukum. Kebijakan hukum pidana, yang meliputi 

penyelenggaraan pemilihan umum untuk melaksanakan hasil-hasil peraturan perundang-

undangan, dilaksanakan apabila taktik pidana digunakan untuk memberantas kegiatan pidana. 

pidana idengan berdasarkan isituasi dan keadaan dalam suatu waktu dan pada waktu 

mendatang.4 

Dalam iera globalisasi dan modernisasi saat ini, penegakan hukum menjamini perlindungan 

hukum, kepastian hukum, dan ketertiban apabilai berbagaii aspek kehidupan hukum secara 

konsisten menjaga ikeselarasan, ikeseimbangan, idan keselarasan antara imoralitas sipil yang 

berlandaskan ipada inilai-nilai iyang iberlaku idalam imasyarakatiyang beradab. Jika penegakan 

hukum pidana dipandang sebagai sistem iperadilan pidana, maka perlu dipandang isebagai 

suatu iproses tindakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk imasyarakat, dalam rangka 

mencapai tujuan.  

Karena Indonesia.merupakani negara.hukum, makaisetiap.orang.yang terbukti bersalah 

melakukanisuatuitindak.pidana.harus.mempertanggungjawabkaniiperbuatannyaiimelalui proses 

hukum yang berlaku. Tindak pidana menurut penegak hukum diartikanisebagai suatu perbuatan 

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana (ancaman) 

berupa tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas 

yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan pidana, kecuali telah 

diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hukum dapat 

dikenakan hukuman atau sanksi, sedangkani ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 

melakukani perbuatan tersebut dan jugai yang ada kaitannya dengan perbuatan tersebut. 

Menurut Undang-Undangi Dasar Republik Indonesiai Tahun 1945 Pasali 1 Ayat 3 yang 

secara tegasi menyatakan bahwai negara ini adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, tujuan 

pembangunan hukum nasional adalah untuk menjamin masyarakat memperoleh perlindungan, 

kepastian, dan ketertiban hukum yang memuat keadilan, kebenaran, serta rasa aman dan 

tenteram. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari semua peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh suatu negara dengan memberikan pedoman dan standar bagi 

pelaksanaannya:5 

a. Mengidentifikasi hal-hal.yang.dilarang dan.tidak boleh.dilakukan. Mereka yang 

melanggar aturan-aturan ini menghadapi hukuman dan ancaman tuntutan pidana. 

b. Memastikan apakah seseorang yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan 

hukuman atau menghadapi akibat pidana lainnya.  

c. Memastikan cara penerapan hukuman pidana jika pihak yang dituduh diduga 

melanggar aturan. 

Terdapat dua perspektif tentang penegakan hukum, yakni perspektif objek dan perspektif 

 
4 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, 2005, 

https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28120&lokasi=lokal. 
5 S. H. Selfianus Laritmas and S. H. Ahmad Rosidi, Teori-Teori Negara Hukum (Prenada Media, 2024),.  
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subjek. Penegakan hukum dapat diartikan secara sempit dan luas, tergantung pada perspektif 

subjeknya. Semua topik hukum dapat dihubungkan secara luas melalui prosedur penegakan 

hukum. Mereka yang terlibat telah melaksanakan atau menjalankan aturan hukum, terlepas 

apakah mereka melaksanakan peraturan normatif melalui sesuatu atau tidak dengan 

mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. Menurut definisi yang terbatas, penegakan 

hukum terbatas pada memastikan bahwa suatu kebijakan hukum dilaksanakan dengan benar 

dan bahwa otoritas diizinkan untuk menggunakan kekuatan koersif untuk memastikan bahwa 

hukum ditegakkan. 

Pemaparan tersebut imemberi definisi bahwa ipenegakan hukum merupakan iusaha yang 

dilaksanakan dalam menjalankan isebuah peraturan, yakni pada makna imateriil yang luas 

ataupun pada makna formil yang sempit, yang menjadi panduan berperilaku pada tiap-tiap 

tindakan hukum, yakni dari isubyek hukum terkait ataupun pihak penegak hukum yang memang 

diberikan wewenang idan tugas oleh undang-undang dalam memastikan berjalannya norma-

norma hukum yang diberlakukan pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menegakkan 

keseimbangan, ketertiban, dan tatanan sosial merupakan tujuan utama hukum. Diyakini bahwa 

kepentingan manusia dapat dilindungi dengan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 

Untuk mencapainya, hukum harus membagi tanggung jawab dan hak di antara anggota 

masyarakat, mengatur praktik, dan mengalokasikan kekuasaan untuk menegakkan kejelasan 

hukum dan menyelesaikan masalah hukum. Jika polisi tidak menjalankan tugasnya untuk 

menegakkan hukum sebaik mungkin, masyarakat tidak akan pernah dapat memahami hal ini. 

Menurut sosiologi, setiap pejabat penegak hukum memiliki peran dan tempat. Jabatan 

(sosial) adalah posisi yang mungkin rendah, tinggi, atau sedang dalam sistem sosial. Secara 

umum, peran mencakup sejumlah hak dan tanggung jawab. Kewajiban adalah tugas atau 

tanggung jawab, sedangkan hak adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. Peran termasuk di antara hak dan kewajiban. Akibatnya, seseorang yang 

memegang posisi tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran. Salah satu langkah untuk 

mewujudkan maksud hukum adalah penegakan hukum. 

Keinginan hukum di sini khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan 

pendapat lembaga yang membuat undang-undang. Peraturan perundang-undangan ini 

merupakan pendapat orang-orang yang membuat undang-undang dan dituangkan ke dalam 

undang-undang yang dapat memengaruhi cara penerapan hukum. Peran penegak hukum adalah 

untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan 

perlindungannya. Penerapan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga 

terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar perlu ditegakkan.6 

2. Tindak Pidana 

Pengertiani tindak pidana idalam Kitab iUndang-Undang Hukum iPidana dikenal idengan 

istilah Strafbaar feit dan dalam ikepustakaan tentang hukum ipidana sering imempergunakan 

istilah iperistiwa pidana atau perbuatani pidana atau tindak pidana. iTindak pidana merupakan 

suatu istilah yang imengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang 

dibentuk idengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentui pada peristiwa ihukum pidana.  

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 

konkrit. Istilah tindak pidana berasali dari istilah yangi dikenal dalam hukum pidana Belanda 

yaitu strafbaar feit. Straf diartikani sebagai pidana atau hukum, ibaar diartikan sebagai dapat 

 
6 Jasin Johan, Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah, 2019.  



 

Jurnal Lex Suprema  
ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume 7 Nomor II September 2025 

Artikel     

   

 

24  

atau boleh dan feiti diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak 

ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.7 

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk 

menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum 

berusaha untuk imemberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnyai sampai saat ini belum ada 

keseragaman pendapat. “Tindak pidanai merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 

(yuridis normative). iKejahatan atau iperbuatan ijahat dalam iarti yuridis inormatif adalah 

perbuatan iseperti yang terwujud in abstracto idalam iperaturan pidana. Artinya aturan yang 

mengatur iperbuatan yang diancam ipidana, pihak-pihak iyang dapat idipidana dan sanksi 

ipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.8 

3. Illegal Logging 

Dalam istilah ikehutanan, logging adalah isuatu kegiatan ipenebangan hutan di kawasan 

hutan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan usaha atas nama suatu 

korporasi, dengan mematuhi tata cara penebangan hutan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang kehutanan, dan yang telah mendapat izin dari pemerintah atau 

instansi yang berwenang (kehutanan). Dengan demikian, sepanjang telah memiliki izin, 

mematuhi tata cara penebangan hutan yang baik dan berlandaskan pada pertimbangan 

kelestarian lingkungan hidup, serta mengikuti tata cara peredaran dan pemanfaatan hasil hutan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penebangan hutan dapat dibenarkan. 

Sebaliknya, masalah penebangan liar, yang mengandung konotasi "liar" dan ilegal karena 

mencuri atau memiliki sesuatu milik orang lain yang bukan miliknya. Penebangan liar juga 

tidak didasarkan pada undang-undang, peraturan, atau dasar hukum positif yang telah 

diputuskan oleh pemerintah. Penebangan liar, yang sering dikenal sebagai penebangan liar, 

adalah pengambilan kayu atau penebangan ilegal di wilayah hutan yang dilindungi pemerintah.. 

Menurut Hariadi Kartodihardjo, illegal logging adalah penebangan liar yang melanggar 

aturan dan perundang-undangan, yaitu pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan 

milik perorangan, serta penebangan kayu oleh pemegang izin melebihi batas yang diizinkan. 

Di Indonesia, penebangan liar merupakan kejadian yang merusak ekosistem, menghilangkan 

keanekaragaman hayati, dan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar 

hutan. Perusahaan yang tidak memiliki izin dan orang-orang yang mengambil kayu secara tidak 

sah atau tanpa melalui pemeriksaan yang diperlukan biasanya melakukan penebangan liar ini. 

Hutan primer, atau hutan yang masih alami dan tidak pernah dikelola oleh perusahaan, sering 

menjadi lokasi penebangan liar.9 

Hutan primer menyediakan oksigen bagi kehidupan manusia dan berfungsi sebagai habitat 

penting bagi berbagai makhluk, termasuk yang terancam. Sejumlah penyebab, seperti 

persaingan yang ketat antar-bisnis, kurangnya pengawasan pemerintah, dan kemiskinan di 

wilayah sekitar hutan, dapat menyebabkan penebangan liar. Penebang liar merugikan 

masyarakat setempat dan negara secara keseluruhan karena mereka terutama tertarik untuk 

menghasilkan uang dari hasil hutan yang mereka panen. Melalui sejumlah inisiatif dan 

peraturan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penebangan liar, pemerintah Indonesia 

telah berupaya untuk memberantas praktik tersebut. Di antara inisiatif tersebut adalah kebijakan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperkuat penegakan hukum dan 

 
7 Henny Nuraeny, S. H., Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya., 

2022. 
8 Jadda, A. A., Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia., 2019. 
9 Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. 
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melestarikan hutan.. Operasi penebangan liar kini dilakukan secara lebih terbuka dan 

melibatkan banyak pihak. Biasanya, hal ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Pekerja 

dan penebang, pemodal (penjaga), penyedia transportasi, dan keamanan bisnis (biasanya dari 

birokrasi, pejabat pemerintah, polisi, dan TNI) semuanya terlibat. Pengusaha yang terlibat 

dalam pembalakan liar melakukannya dengan cara menebang di lahan milik sebelumnya atau 

menebang lebih dari jumlah kayu yang dialokasikan. Dalam kasus tertentu, penebangan liar ini 

dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki izin Hak Pengelolaan Hutan. 

(HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk 

mengikuti lelang sitaan kayu untuk pedagang yang tidak terkait dengan bisnis tersebut. Selain 

itu, pemerintah telah memberikan izin IUPHHK, yang hanya diberikan kepada perusahaan yang 

dapat mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan tidak melakukan penebangan liar.. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

Pelanggaran ihukum terhadap ikehutanan imerupakan pelanggaran yang idiatur ioleh 

ketentuan pidana khusus. Ada dua ikriteria utama yang menentukani suatu pelanggaran ihukum 

pidana di bidang kehutanan, yaitu pertama, subjeknya yang ibersifat khusus, dan kedua, 

perbuatannya yang bersifat khusus (bijzonderlijk feiten). Subjek yang bersifat khusus merujuk 

pada pelaku dengan karakteristik tertentu, misalnya hukum pidana militer yang hanya berlaku 

bagi anggotai militer. Sedangkani perbuatan yang ibersifat khusus imengacu pada iitindak pidana 

yang terjadi dalam bidang tertentu, seperti hukum fiskal yang hanya iberlaku pada ipelanggaran 

di bidang perpajakan. Dalam konteks kehutanan, kejahatan illegal logging termasuk dalam 

kategori perbuatan yang bersifat khusus, terutama terkait delik kehutanan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. 

Meskipun demikian, ikejahatan illegal ilogging ijuga dikaitkan idengan iiunsur-unsur 

pelanggaran hukum umum yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan tidak hanya berdiri sendiri 

sebagai delik khusus, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan umum yang 

memiliki unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, penebangan 

pohon tanpa izin, pengangkutan hasil hutan secara ilegal, dan penyimpanan kayu hasil 

pembalakan liar merupakan perbuatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda 

yang cukup berat.10 

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan seperti illegal 

logging harus memperhatikan karakteristik khusus dari subjek dan perbuatan tersebut, sekaligus 

mengacu pada ketentuan hukum pidana umum yang berlaku. Hal ini penting agar penanganan 

pelanggaran dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif, baik terhadap individu maupun 

korporasi yang terlibat, serta memberikan efek jera yang sesuai untuk melindungi kelestarian 

hutan dan lingkungan hidup. 

1. Pengerusakan 

Pasal 406i sampai dengani Pasal 412 KUHP hanya imengatur itentang pemusnahan 

barang milik orang banyak, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Berdasarkan 

Pasal 408, barang-barangi tersebut tidak termasuk dalam kategori barang yang mempunyai 

fungsi sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, Pasal 408 tidak 

 
10 Maulana, I. a., Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia, 2023. 
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berlaku untuk kasus perusakan hutan, melainkan hanya berlaku untuk jenis barang tertentu 

yang tercantum dalam pasal tersebut.. 

2. Pencurian 

Menurut iPasal 362i Kitab iUndang-Undang iHukum iPidana, ipencurian imemiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. iTindakan imengambil, yang berarti imengambil idengan tujuan untuk dimiliki. 

b. iBarang tertentu, idalam hal ini, kayu yang idiambil tidak berada dalam kepemilikan 

ipelaku saat ipengambilan terjadi. 

c. iBarang itersebut sebagian atau iseluruhnya idimiliki oleh orang lain, termasuk ihutan 

iadat dan hutan hak iyang termasuk dalam ihutan negara, serta hutan negara yang tidak 

dikenakan beban. 

d. iDilakukan dengan imaksud untuk imemiliki secara imelawan hukum. 

3. Penyelundupani 

Saat ini ibelum ada undang-undang yang secara tegas mengatur penyelundupan kayu. 

Penyelundupan belum diatur, bahkan idalam Kitab iUndang-Undang Hukum iPidana yang 

memuat ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum. Karena kedua tindak pidana 

tersebut termasuki mengambil barang milik orang lain tanpa izin, penyelundupan hingga 

kini lebih sering terjadi dibandingkan dengan pencurian.. 

Menurut penafsiran tersebut, distribusi kayu ilegal, atau penyelundupan kayu, 

merupakan tindak pidana berat yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan merupakan 

bagian dari penebangan liar.. Dilihati dari sudut pandangi Politik iKriminal Penegakan 

Hukum Pidana, masalah illegal logging belum diselesaikan dengan baik karena beberapa 

alasan sebagai berikut: 

a. iProyek-proyek idan program ipembangunan idi tingkat lokal, regional, idan nasional 

isering mengabaikan iatau itidak memperhatikan ifaktor lingkungan. 

b. iKebijakan ini itidak ididasarkan ipada penelitian iyang akurat atau iperkiraan 

iperkembangan idan kecenderungan ikejahatan saat ini imaupun di masa mendatang. 

c. iTidak iada ipenelitian imengenai pengaruh dan akibat isosial dari ikeputusan serta 

iinvestasi kebijakan, itermasuk istudi kelayakani yang imelibatkan faktor sosial dan 

ikemungkinan itimbulnya efek ikriminogen, serta strategi alternatif untuk 

imenghindarinya. 

d. iMenurut Kongresi PBBi Ke-5 tahun 1975 di iJenewa itentang iPencegahan iKejahatan 

idan iPerlakuan iTerhadap iPelanggar, ikejahatan ilingkungan idikategorikan sebagai 

i"crime as business," yaitu ikejahatan yang bertujuan imendapatkan keuntungan 

imateriil imelalui ikegiatan bisnis iatau industri. 

e. iKejahatan ini iumumnya idilakukan secara iterorganisir dan ioleh individu-individui 

iyang imemiliki kedudukani terpandang idalam masyarakat, iyang idikenal isebagai 

ikejahatan iterorganisir dan white-collar crime. 

Hal ini tercermin idalam Menurut iKoalisi Indonesia Memantau, itotal ada 736.055 ihektare 

hutan dalam revisi RTRW Kaltimi yang akan diubah fungsii dan peruntukannya. iRinciannya, 

83,19% akan mengalamii pelepasan kawasan ihutan, 13,83% akan mengalami ipenurunan status 

kawasan hutan, i2,7% mengalami peningkatan status kawasan hutan, idan 0,28% tidak 

mengalami iperubahan status. 

Kementrian Kehutanan menambahkan, jika tidak memperhitungkan nilai keanekaragaman 

hayati dan fungsi hidrologi yang hilang, dampak sosial bencana, dan hilangnya mata 
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pencaharian akibat kerusakan hutan, kerugiani akibat ipencurian ikayu dan iperedaran gelap 

hasil hutan idiperkirakan mencapai 30,42 triliun rupiah per tahun. Kejahatan korporasi, yang 

biasa disebut kejahatan lingkungan, merupakan jenis kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis maupun perorangan. Kejahatan ini berdampak pada beberapa inegara dan sering 

berubah menjadi ikejahatan terorganisasi transnasional. Karena isifatnya yang imelintasi batas 

negara, kejahatan lingkungan sering diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional dan 

dianggap sebagai ikejahatan luar biasa yang imemerlukan ikerjasama iantar negara iuntuk 

penanganannya11 

Menurut iUndang-Undang Nomor i18 Tahun 2013 tentang iPencegahan dan 

iPemberantasan iPerusakan iHutan, Pasali 1 ayat 1 mendefinisikan hutan isebagai suatu sistem 

ekosistemi yang terdiri idari lahan yang imemiliki isumber daya ialam ihayati yang iutamanya 

dihuni ioleh pohon-pohon idan ikomunitas alam lainnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Karena melimpahnya hutan tropis yang menyediakani oksigen bagi bumi, Indonesia 

disebut sebagai "paru-paru dunia." Selain itu, wisatawan asing tertarik ke Indonesia karena 

keanekaragaman flora dan faunanya, baik untuk tujuan rekreasi maupun ilmiah. Kenyataannya, 

kondisi lingkungan dan sumber daya alam saat ini benar-benar memprihatinkan. Bencana alam 

dan aktivitas manusia menjadi penyebab meningkatnya kerusakan dan kehancuran lingkungan, 

seperti penebangan liar dan kebakaran hutan di Indonesia. Kondisi sumber daya alam 

memburuk sebagai akibatnya. Penyebab utamanya adalah peraturan yang tidak memadai dan 

kurangnya pengetahuan manusia tentang perlunya pengelolaan dan konservasi lingkungan. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencakup beberapa pasal yang 

menetapkani larangani dan isanksi ibagi pelaku ipenebangan iliar, antara lain:12 

Pasal 50i : 

a) Setiapi orang idilarang merusaki iprasarana dan sarana iperlindungan hutan; 

b) Pemegangi izin usahai untuk pemanfaatan ikawasan, jasa lingkungan, ihasil hutan kayu dan 

nonkayu, serta pemungutan ihasil hutan kayu dan non kayu, idilarang melakukan kegiatan 

yang menyebabkan ikerusakan hutan; 

c) Setiap iorang idilarang: 

1. Menggarap, iimenggunakan, iatau imenduduki ikawasan ihutan secara ilegal. 

2. Merambah ikawasan ihutan. 

3. Menebang ipohon di ikawasani hutan idalam radius iatau ijarak tertentu, yaitu: 

a) 500 imeter idari itepi iwaduk atau danau; 

b) 200i meter idari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

c) 100i meteri dari kirii kanani tepi sungai; 

d) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

e) Duai kali kedalaman ijurang dari tepi jurang; 

f) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. 

d) Membakar hutan; 

e) Menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat 

berwenang; 

 
11 Murtinah, V. M., Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Di Taman Nasional Kutai, 

Kalimantan Timur., 2017. 
12 Situmorang, J. a., Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging. 

INNOVATIVE, 2023. 
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f) Menerima, membeli, menjual, menukar, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 

yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara illegal; 

g) Melakukani penyelidikan iumum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di 

kawasan hutan tanpa izin Menteri; 

h) Mengangkut, imenguasai, atau imemiliki hasil hutan itanpa dilengkapi surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

Pasal 78 : 

Barang isiapa yang lalaii dan melanggari iketentuan ini idiancam dengan ihukuman ipenjara 

maksimali 5 (lima) itahun dan idenda imaksimal Rp. 1.500.000.000i (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). iPenjelasan pada iPasal 78 

ayati (3) menyebutkani bahwa untuk itindak pidana yang dilakukan idengan sengaja, selain 

pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakani hukuman itambahan. iBerdasarkan iketentuan 

tersebut, terdapat iperbedaan iancaman pidanai antara pelanggaran yang dilakukan idengan 

sengaja dan yangi dilakukan ikarena kelalaian, di mana ancaman pidana untuk kesengajaan lebih 

berat idibandingkan dengan kelalaian. 

Pasal 80: 

1. Setiap orang yang melakukan pelanggarani terhadap ketentuan dalam undang-undang ini 

wajib mengganti biayai rehabilitasi, pemulihan ikondisi hutan, iatau tindakan ilain iyang 

diperlukan kepada negara, dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana 

dimaksudi dalam Pasal 7. 

2. iPemegang iizin usaha ipemanfaatan ikawasan, jasa ilingkungan, hasil ihutan, dan 

pemungutan hasil hutan isebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenakan 

sanksi iadministratif apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 78. 

3. Peraturan pemerintah akan mengatur informasi lebih lanjut mengenai hal ini, sebagaimana 

dijelaskan idalam ayat (1) dan (2). Undang-undang menetapkan bahwa pelanggar dapat 

menghadapi hukuman administratif, hukuman pidana seperti kurungan, dan kewajiban 

kompensasi. Namun, tidak ada penjelasan tentang hukuman minimal dalam persyaratan 

hukuman pidana, yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak cukup 

untuk menghalangi mereka yang melakukan penebangan liar.Dalam kasus yang terjadi di 

perairan Sungai Mahakam dikemukakannya atas kasus itu, tersangka dikenakan pasal 83 

ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun 

dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak 

Rp2,5 miliar. 

 

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Di 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

Peraturan diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat dan memastikan bahwa 

orang berperilaku baik dan kooperatif dalam upaya mencapai kehidupan yang damai, aman, 

dan tenteram. Namun, tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantas konflik dan perselisihan 

di antara orang-orang. Akibatnya, setiap orang yang melanggar hukum menghadapi 

konsekuensinya. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara 

hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum sebagai otoritas 
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tertinggi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Secara umum, ada tiga prinsip dasar 

dalam setiap inegara iyang menjunjung tinggi gagasan inegara hukum., yaitu isupremasi hukum 

(supremacy of law), ikesetaraan idihadapan ihukum (equality before the law), dan penegakan 

hukum dengan cara iyang tidak ibertentangan idengan hukum (due process of law).13 

Keberlanjutan hutan sebagai sistem pendukung kehidupan dan kehidupan semua makhluk 

hidup di Bumi telah dipengaruhi secara signifikan oleh industrialisasi dan modernisasi, 

khususnya di sektor kehutanan, serta evolusi kehidupan modern dalam menanggapi globalisasi. 

Selain menjadi sumber kayu yang berharga, hutan juga merupakan komponen penting 

lingkungan. Oleh karena itu, undang-undang harus disahkan untuk melindungi hutan. 

Segala sesuatu telah dirugikan oleh penebangan liar, termasuk perdagangan kayu hutan dan 

ekosistem hutan. Karena biaya penebangan liar yang besar, harga kayu juga terkena dampak 

negatif. Kemudian, persaingan harga menyebabkan penutupan banyak industri kayu resmi. 

Lebih jauh, tingginya laju hilangnya hutan di Indonesia juga merupakan akibat dari pengawasan 

yang tidak memadai terhadap bidang penebangan resmi. Penyebab penebangan liar (illegal 

logging) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan 

lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman.14 

Penebangan liar telah merugikan banyak hal dari waktu ke waktu, termasuk perdagangan 

kayu hutan dan ekosistem hutan. Tingginya tingkat penebangan liar juga merugikan harga kayu 

karena hanya ditanggung oleh biaya penebangan. Kemudian, persaingan harga menyebabkan 

penutupan banyak industri kayu resmi. Lebih jauh, tingginya laju hilangnya hutan di Indonesia 

juga merupakan akibat dari kurangnya pengawasan terhadap bidang penebangan resmi. 

Masalah lainnya termasuk pengangguran dan kemiskinan, yang biasanya mempengaruhi 

mereka yang tinggal di dalam atau di dekat hutan. 

Akibat kesulitan ekonomi dan persaingan yang ketat di tempat kerja, orang-orang terpaksa 

bekerja sebagai penebang liar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para taipan terkadang 

memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dari hasil hutan tanpa izin pemerintah. 

Kenyataannya, jika Anda mempertimbangkan pendapatan, pendapatan tersebut tidak seberapa 

dibandingkan dengan dampak jangka panjangnya. Berdasarkan kewenangannya, negara telah 

membuat sejumlah peraturan iperundang-undangan iuntuk menjaga kelestarian hutan dari 

aktivitas manusia dan aktivitas yang dapat merusaknya. Peraturan perundang-undangan 

tersebut memuat sejumlah larangan bagi siapa saja yang melakukan aktivitas yang berpotensi 

merusak hutan. Dalam industri kehutanan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Perlunya 

perlindungan hutan bermula dari kenyataan bahwa saat ini hutan menghadapi sejumlah masalah 

yang terus menerus, salah satunya adalah maraknya korupsi dan kolusi antara pejabat kehutanan 

yang terlibat dalam perdagangan dan pengelolaan hutan.15 

DenganiadanyaiUUiiNo. 32 tahun 2004. itentang. iPemerintah.Daerah, idimana. idalam 

implementasi. Ipolitik idesentralisasii atau.upaya.pendistribusian ikewenangan iyang lebihi luas 

kepadai.PemerintahiDaerah.telah.membuat.kerusakan.lingkungan.hidup.yang.parah.khususnya 

sektor. kehutanan. Desentralisasi.yang dijadikan.konsep dalam. rangka pemerataan di bidang 

 
13 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global (Wana 

Aksara, 2005). 
14 Suarga, Pemberantasan Illegal Logging.  
15 Lubis Muhammad Koginta and Fitri Yanni Dewi Siregar, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, 2024. 
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ekonomi,iuntukiimencapaiiikesejahteraanirakyatidalamikontekiipengelolaaniihutanidalampraktik

lapangannya..telahiimemisahkaniifungsiiiekonomi hutan.dengan fungsi.lain hutan.seperti 

ekologii.danisosial.budaya.…MenurutiIskandar.bahwaiikebijaksanaan.kehutananimemiliki.sifa

tkekhususan..yang.sangat.rentan.iapabila.pengurusan.idan.pengelolaannya. idiserahkan.kepadaii 

Pemerintah.Daerahiyaituiantara lain:16 

1. Hutan mempunyai.manfaat.ekonomi, itata airi (hidrologi), itata.kesuburanitanah 

(orologi), pengaturaniiklim. (klimatologi) dan keindahan alam (estetika). Manfaat 

ekonomi.darii.hutanidapatidirasakanisecaraiglobal,isehinggaiapabilaiterjadiikerusakan

iterhadap hutan, imaka dampaknya pun idirasakan secara global. 

2. Prinsipiipengelolaaniihutaniididasarkan. atas daerah. aliran sungai (DAS), yang 

areanya lintas batas kabupaten dan iprovinsi, sehingga. pengurusan dan 

pengelolaannya. tidak bisa dipecah-pecahidengan batas administrasi. pemerintahan. 

Apabila. kebijakan berbeda-beda. antaraidaratan yang satu. dengan. lainya, maka akan 

rawan. menimbulkan konflik. 

3. Bidang ikehutanan iharus.. mentaati. ikonvensi internasional, berbagai bidang. yang 

berkaitaniidenganiituntutani.dunia.terhadapikelestarian.ihutaniitropisiiguna melindungi 

lapisan. ozon, environmental, biodiversity, konservasi.. flora dan fauna.. langka dan 

lain-lain. 

4. Menghadapii.pasar. iglobal, masyarakat iinternasional imenghendaki iagar ikayu dan  

hasilihutan tropisiyang.boleh. diperdagangkan hanya berasal dari. hutan yang dikelola 

secara lestari i (sustainable forest management) iyang idikenal dengan sertifikat 

ekolabel. i 

Kendalai laini. yang. menghambati ipenegakan. ihukum pidanai iadalah ipada tahap 

penyelidikan, iaparat yang iberwenang iuntuk melakukan ipenyelidikan itindak ipidana di 

bidang ikehutanan isesuai.dengan ipasal 77 iayat (1) UU. NO. 41 Tahun 1999 adalah selain 

penyidik polisi, Penyidiki.Pegawaii Negerii Sipil selanjutnya. .disebutii (PPNS) kehutanan juga  

diberi. ikewenangan khusus. sebagai penyidik. Selain penyidik polri dan PPNS ini, 

kewenangan. untuk melakukan ipenyelidikan terhadap ipenebangan liar (illegal logging) 

secara yuridis imasih ada iinstitusi. lainiyang juga. mempunyai. kewenangan seperti Kejaksaan 

Negeri, iPerwira iTNI iAngkatan Laut idan aparat Bea idan iCukai idalam perkembangannya, 

koordinasii antara iinstitusii penyidiki tersebut icenderung iterabaikanibahkan terkesan. iberjalan 

sendiri-sendiri, sehinggai dilapanganiterkesan saling menunggu dan apabila oknumi aparat.. 

dari penyidik iitu terlibat berusahaiimencegah/menghindari iuntuk menutupi kasus tersebut, 

yang berakibat kurang efektif, lambat. dan tidak profesional. 

Disampingi iitu isistem. pengawasani. idan. Koordinasi idalam. ipasal 7 ayat (2) iUU No.8 

tahun 1981 tentang iKitab. Undang-undang iHukum. iAcara Pidana(KUHAP), itidak. ada 

penjabaran ilebih lanjut. dalam ipasal. 77 UU No 41 tahun 1999 Jo to Peraturan. Pemerintah. 

penggantii Undang-undangi iNomor. i1 tahun 2004. Di sisi  lain, aspek ihukum. pidanaijuga 

mempunyaii kelemahan-kelemahani dan kendalai dalami pelaksanaannya. Terhadap ipelaku 

kejahatani penebangan liar (illegal logging)sebagai berikut:17 

 
16 Suarga, Pemberantasan Illegal Logging. 
17 Mudzalifah, M. a., Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup 

Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan., 2020. 
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1. Obyek. iPenegakan ihukum imasih isulit ditembus oleh. iaturan hukum. Obyek iyang 

dimaksudi adalahi apabila ipelaku yang iterlibat kejahatan. ipenebangan liar (illegal 

logging) yakni pelaku iintelektual, terutama oknum ipejabat, aparat  hukum, pegawai 

negeri tidak. diaturi secara khusus. dalam UU No 41 Tahun 1999 jo to Perpu No 

1 Tahun 2004. 

2. Lemahnyai ikoordinasi antar ipenegakan. hukumi Sistem ipenegakan hukum itidak 

terstruktur idalamiiisuatu sistem iyang. iterkoordinasi serta. itanpa otoritas merupakan 

kendala idalam penanggulangan ikejahatan penebangan iliar (illegal logging) . 

3. Kendalai iPembuktian iPembuktiani terhadap itindak pidana. ipenebangan liar (illegal 

logging) iyang masih mengacu ipada UU No. 8 iTahun 1981, dimana imerupakan 

tindak ipidana biasa, isehingga sulit untuk imenjerat pelaku yang. berada di 

belakang kasus itersebut. 

4. Ruangilingkup itindak pidana iyang imasih isempit iUU No. 41 Tahun 1999 ijo to 

Perpui No. 1 tahun. i2004 tidaki imeliputii itindak ipidana ikorporasi, tindak ipidana 

penyertaan idan. itindak pidana. ipembiaran (omission) . (ICEL, 12-5-2004b : 4). 

Dan iundang-undang itersebut itidak imengatur. itindak pidana ipenebangan idiluar 

wilayah konsesi i (over cutting) iatau yangi melanggar iRencana Kerja Tahunan 

(RKT). 

5. iRumusani sanksii pidana.  Rumusan isanksi ipidana idalam pasal i78 UU No. 41 iTahun 

1999 jo to iPerpu No.1 iTahun 2004, yang imemiliki. isanksi pidana idenda 

yangipaling iberat. dibandingi. iketentuan ipidana lain, ternyata itidak memberi efek 

jera kepada ipelaku ikejahatan penebangan iliar (illegal logging). 

6. Subyek iatau pelaku tindak pidana iSubyeki atau ipelaku yang idiatur dalami ketentuan 

pidana ikehutanan hanya iefektif diterapkan. ikepada. ipelaku yang isecara ilangsung 

melakukani. ipenebangan liar. (illegal logging) atau. ipengusaha yang imelakukan 

transaksi ikayu isecara ilegal. 

7. Proses. ipenyitaan Barangi bukti ikayu idalam ipenebangan liar (illegal logging) 

imemiliki konsep ipenanganan isendiri.iseperti prosedur, imetode dan keahlian 

dalam. pengukuran idan waktu yang lama. iSementara Undang-undang. kehutanan tidak 

mengatur imekanisme ipenyitaan barang bukti kayu secara khusus. 

8. Ganti. ikerugian iekologi tindak. pidana ipenebangan iliar (illegal logging) iadalah 

tindak ipidana yang. imempunyai. idampak atas kerugian ekologi (lingkungan), 

sehingga perlu irumusan ipasal itentang. perhitungan kerugian secara ekologis dan 

hal ini tidak idiatur dalam undang-undang kehutanan 

9. Proses.peradilan.imengingat tindak pidana penebanganiliar.(illegalilogging) 

merupakani ikejahatan iyang luar biasa, sehinggai perlu icara-cara luar.biasa, maka. 

perlu adanya iperadilan ad hoc untuk menangani kasus itersebut. 

 

 

III.  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penegakani Hukum iPidana di iBidang Illegali Logging bagi ikelestarian ilingkungan ihidup 

belum diselesaikani dengani baik. Faktanyai pemerintahi terkesan iseolah-seolah igiat 
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memberantas illegal logging, sementara pengadilan justru giat imembebaskannya. 

iperkembangan. ihukum ilingkungan di Indonesia belum. memasukkan nilai/prinsip seperti pada 

iyurisprudensi. Segala sesuatu telah dirugikan oleh penebangan liar, termasuk perdagangan 

kayu hutan. dan ekosistem hutan. Karena. biaya penebangan liar yang besar, harga kayu juga 

terkena dampak negatif. Banyak perusahaan kayu resmi kemudian terpaksa tutup karena 

persaingan harga, dan tingginya laju degradasi hutan di Indonesia juga diperburuk oleh 

pengawasan yang tidak memadai terhadap bidang penebangan resmi. Penebangan kayu dan 

konversi lahan. untuk tujuan lain, seperti perkebunan, pertanian, dan pemukiman, merupakan 

penyebab utama penebangan liar. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana 

yang tergolong perbuatan yang unik, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan 

yang. menyangkut penanganan hasil hutan kayu. Mengenai unsur-unsur tindak pidana umum 

dalam KUHP, meskipun pada hakikatnya merupakan tindak pidana pembalakan liar. 

Hambatannya, sistem hukum Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan 

kerugian yang sudah riil. Kerugian di masa depan belum bisa diterapkan secara riil, karena itu 

kerugian yang belum terjadi, masih merupakan masalah hukum di Indonesia. 

B. Saran 

Pemerintah. harus meningkatkani. pengawasani di kawasani hutan, iterutama. yang irawan 

terhadapi ikegiatan penebangan hutan ilegal, yang imenjadi itarget utama ipara ipelaku kriminal. 

Pengawasan yang intensif dan berkelanjutan. sangat penting untuk mencegah terjadinya 

pembalakan liari. yangi telahi merusaki ekosistemi hutan idan mengancami keberlanjutan 

sumber daya alam. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten 

idengan memberikan isanksi yang iberat ikepada ipelaku iillegal ilogging, baik berupa hukuman 

pidana maupun denda administratif, agar memberikan efek jera dan mengurangi angka 

pelanggaran. Penegakani hukumi yang efektifi juga memerlukan koordinasi yang baik 

antarinstansi terkait, seperti kepolisian, kehutanan, dan lembaga pengawas lingkungan hidup. 

Selain langkah penegakan hukum, pemerintah harus aktif untuk melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam 

menjagai kelestarian ikawasan hutan. Penyuluhan mengenai dampak inegatif iillegal ilogging, 

seperti kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa, dan perubahan iklim, perlu disampaikan 

secara rutin dan dengan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat 

dalam pengawasan dan pelestarian hutan melalui program kemitraan atau pemberdayaan 

komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi praktik ilegal tersebut. Dengan 

demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga menjadi mitra aktif 

dalam menjaga dan melestarikan hutan.
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